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ABSTRACT

The clustering of villages in Purwakarta Regency based on village size with indicators of income, fixed assets, area and
population can provide a clear picture of how the size of the village is different. This study aims to identify village clustering
that can help formulate a more equitable development policy, as well as to find out the characteristics of village government
that vary among the clusters that will be formed. This study uses a descriptive qualitative research method, where data is
obtained secondarily through the publication of books by the Central Statistics Agency (BPS) Purwakarta and the Purwakarta
Community and Village Empowerment Office (DPMD) in the form of realization reports or budget plans, and village wealth
reports. The results of the study show that cluster 1 consists of 45 villages as a grouping of village governments with less
efficient characteristics. . Cluster 2 consists of 131 villages which is a grouping of village governments with less productive
characteristics. Cluster 3 consists of 1 village which is a grouping of village governments with independent characteristics,
and cluster 4 consists of 6 villages which is a grouping of village governments with remote/disadvantaged characteristics.
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ABSTRAK

Pengklasteran desa di Kabupaten Purwakarta berdasarkan ukuran desa dengan indikator pendapatan, aset tetap,
luas wilayah dan jumlah penduduk dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana perbedaan ukuran
desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengklasteran desa yang dapat membantu merumuskan
kebijakan pembangunan yang lebih merata, serta untuk mengetahui karakteristik pemerintah desa yang bervariasi
diantara klaster-klaster yang akan terbentuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif,
dimana data diperoleh secara sekunder melalui publikasi buku Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Purwakarta berupa laporan realisasi atau rencana anggaran, dan
laporan kekayaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaster 1 beranggotakan 45 desa merupakan
pengelompokkan pemerintah desa dengan karakteristik kurang efisien. Klaster 2 beranggotakan 131 desa yang
merupakan pengelompokkan Pemerintah desa dengan karakteristik kurang produktif. Klaster 3 beranggotakan 1
desa yang merupakan pengelompokkan pemerintah desa dengan karakteristik mandiri, dan klaster 4
beranggotakan 6 desa yang merupakan pengelompokkan pemerintah desa dengan karakteristik
terpencil/ tertinggal.

Kata Kunci: klaster; pendapatan; aset tetap; luas wilayah; jumlah penduduk
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa
mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
serta untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Selain itu, Permendagri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan masyarakat, hak
asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pembangunan desa
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa juga berperan untuk mengelola
dan mengembangkan suatu wilayah desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat
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desa setempat dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes berperan penting
dalam meningkatkan kemampuan suatu desa untuk melaksanakan berbagai program dan
kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa (Basniwati 2023). Masalah utama
dalam pengelolaan pendapatan asli desa yang harus dihadapi yaitu masih banyaknya desa
yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam merealisasikan
Pendapatan Asli Desa (PADes) secara efektif, sehingga dalam pengelolaanya belum optimal.

Tingkat realisasi pendapatan yang dilihat dari dana transfer menunjukan pendapatan
asli di desa-desa Kabupaten Purwakarta masih berada di bawah target yang diharapkan, hal
tersebut dilihat dari banyaknya desa yang hanya mampu mencapai kurang dari 80% dari
anggaran yang telah ditentukan (DPMD 2023). Pengelolaan PADes yang efektif dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berpengaruh pada pengelolaan aset desa. Aset
tetap desa, seperti tanah dan infrastruktur merupakan modal penting untuk menjalankan
aktivitas ekonomi dan sosial di desa. Desa dengan aset dan populasi yang lebih besar
memiliki kapabilitas keuangan yang lebih baik, sehingga dapat mendukung proyek besar
seperti pembangunan infrastruktur. Namun, pengelolaan aset yang tidak optimal juga dapat
menghambat perbaikan kualitas hidup masyarakat desa. Jika aset desa dikelola dengan baik
maka akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk di desa. Jumlah penduduk juga memiliki
peran penting karena desa dengan populasi besar membutuhkan layanan yang lebih luas dan
beragam seperti layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan, dan infrastruktur jalan. Terdapat
ketimpangan jumlah penduduk sebanyak 43% desa memiliki penduduk di atas rata-rata dan
57% di bawah rata-rata (Badan Pusat Statistika Kabupaten Purwakarta 2020).

Perbedaan dari setiap masalah ukuran desa seperti pendapatan, aset tetap, luas
wilayah, dan jumlah penduduk dapat dianalisis menggunakan klaster. Analisis klaster
(Cluster Analysis) merupakan metode mengelompokan data berdasarkan kedekatan antar
data dalam suatu grup atau populasi sederhana dari data yang kompleks yang dapat diukur
dengan ukuran jarak. Ukuran jarak yang sering digunakan adalah ukuran jarak Euclidean
(Johnson and Wichern 2007).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode
dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan merupakan data sekunder
yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Purwakarta, berupa laporan realisasi/rencana
anggaran dan laporan kekayaan desa. Melalui metode ini, peneliti berupaya menyelidiki
keadaan yang sebenarnya terkait pengklasteran pemerintah desa di Kabupaten Purwakarta
berdasarkan variabel ukuran desa. Operasionalisasi variabel terdiri dari pendapatan desa,
aset desa, luas wilayah dan jumlah penduduk. Populasi dalam penelitian ini adalah di 183
Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Purwakarta. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode K-Means Cluster dengan jumlah cluster yang diinginkan 4 cluster
dengan bantuan software SPSS 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Analisis Klaster Pemerintah desa di Kabupaten Purwakarta tahun 2023 adalah
untuk mengklasifikasi pemerintah desa di Kabupaten Purwakarta sehingga terbentuk klster-
klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Dengan adanya pengelompokan pemerintah
desa yang setara, akan mendukung kewajaran dan perbandingan antar pemerintah desa,
sehingga kebijakan yang diambil untuk pemerintah desa memungkinkan tidak one fit for all
dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa.
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Table 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Model Tolerance VIF

1 (Constant)
X1 .995 1.005
X2 .565 1.769
X3 564 1.774
X4 .989 1.011

Sumber : Data diolah

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya variabel independen
yang mempunyai kemiripan antar variabel independen lain. Cara untuk menguji adanya
multikolinieritas berdasarkan nilai tolerance jika nilai tolerance < 0,1 terjadi multikolinieritas
dan berdasarkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) jika nilai VIF > 10 terjadi
multikolinieritas. Tabel 1 menunjukkan nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka
kesimpulannya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

Table 2. Initial Cluster Centers

1 2 3 4
Zscore(Pendapatan) 3,91353 -1,83840 -,40570 -,13289
Zscore(AsetTetap) ,05221 -,31444 11,57256 -,12417
Zscore(JumlahPenduduk) 4,09676 -1,13704 ,23308 -, 78722
Zscore(LuasWilayah) -,14418 -,68942 -,48779 7,33582

Sumber : Data diolah

Pada tabel 2 merupakan pusat klister awal (initial cluster centre) dalam metode non-
hierarki atau metode K-means. Proses pengelompokan dengan etode K-Means dimulai
dengan memasukkan jumlah klaster yang diinginkan yaitu 4 klaster untuk pemerintah desa.
Setelah proses alokasi objek pada tiap klaster, 183 pemerintah desa terpetakan dala 5 klaster
yaitu Klaster 1 beranggotakan 45 pemerintah desa, klaster 2 beranggotakan 132 pemerintah
desa, klaster 3 beranggotakan 1 pemerintah desa dan klaster 4 beranggotakan 6 pemerintah
desa.

Tahap interpretasi ini meliputi penamaan dan penetapan label secara akurat untuk
menjelaskan karakteristik klaster. Interpretasi dapat dilakukan dengan melihat pusat klaster
akhir (final cluster centers) yang dihasilkan melalui metode K-means. Tabel 2 berikut
menunjukkan pusat klaster akhir atau rata-rata nilai masing-masing variabel dalam tiap
klaster.

Table 3. Final Cluster Centers

1 2 3 4
Zscore(Pendapatan) 1,30011 -42634 -40570 -37480
Zscore(AsetTetap) ,00972 -,08700 11,57256 -,10209
Zscore(JumlahPenduduk) 1,21464 -,39802 ,23308 -,45848
Zscore(LuasWilayah) ,00217 -17860 -,48779 3,96452

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 kriteria pengelompokan pemerintah desa adalah sebagai berikut:

Klaster-1 merupakan pmerintah desa yang memiliki pendapatan, Aset tetap, jumlah
penduduk di atas rata-rata populasi. Pendapatan memiliki nilai paling tinggi dibandingkan
dengan klaster yang lain, sedangkan asset tetap memiliki nilai lebih rendah dari klaster 3.
Pemerintah desa di klaster 1 memiliki jumlah penduduk yang paling besar dan luas wilayah
lebih kecil dari klaster 4.
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Klaster-2 merupakan pemerintah desa yang memiliki pendapatan, asset tetap, jumlah
penduduk dan luas wilayah di bawah rata-rata populasi. Pendapatan pemerintah desa di
klaster-2 paling rendah dibandingkan dengan klaster yang lain. Aset tetapnya memiliki nilai
lebih rendah dibandingkan klaster-1 dan klaster-3 tetapi lebih tinggi dibandingkan klaster-4.
Sedangkan jumlah penduduknya lebih tinggai dari klaster 4 tetapi lebih rendah dari klaster 1
dan 2. Klaster 2 memiliki luas wilayah lebih kecil dari klaster 1 dan 4, tetapi lebih luas
daripada klaster 3.

Klaster-3 merupakan pemerintah desa yang memiliki asset tetap dan jumlah penduduk
di atas rata-rata populasi, sedangkan pendapatan dan luas wilayah berada di bawah rata-rata
populasi. Klaster 3 memiliki pendapatan lebih rendah dari klaster 1 dan 4 tetapi lebih tinggi
dari klaster 2. Aset tetap memiliki nilai paling tinggi dari semua klaster. Klaster 3 memiliki
jumlah penduduk lebih sedikit dari klaster 1 tetapi lebih banyak dari klaster 2 dan 4. Klaster
3 memiliki luas wilayah paling kecil dari semua klaster.

Klaster -4 merupakan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan, asset tetap dan
jumlah penduduk di bawah rata-rata populasi dan memiliki luas wilayah di atas rata-rata
populasi. Klaster 4 memiliki wilayah paling luas diantara klaster yang lain, tetapi untuk sset
tetap dan jumlah penduduk memiliki nilai yang paling rendah diantara klaster yang lain.
Sedangkan untuk pendapatan lebih tinggi dari klaster 2 dan 3.

Table 4. Karakteristik Pemerintah Desa

Klaster Tertinggi dibandingkan klaster lain =~ Terendah dibandingkan klaster lain
1 Pendapatan dan jumlah penduduk
2 Pendapatan,
3 Aset tetap Luas wilayah
4 Luas wilayah aset tetap dan jumlah penduduk

Sumber : Data Diolah

Klaster-1 memiliki jumlah penduduk dan pendapatan yang paling banyak. Pendapatan
Pemerintah desa ini bersumber dari APBN dan APBD (DPMD, 2023). Pendapatan yang tinggi
tidak dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan
infrastruktur. Klaster ini disebut Pemerintah Desa kurang Efektif.

Klaster-2 memiliki pendapatan yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah desa pada klaster-2 tidak bisa menggali potensi sumber daya yang ada di desa
untuk meningkatkan pendapatan yang dapat mendanai pembangunan di desa. Klaster ini
disebut Pemerintah Desa tidak produktif.

Klaster-3 memiliki asset tetap paling tinggi dibandingkan klaster lain dan luas wilayah
yang paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur lebih merata di
wilayah klaster-3 dan masyarakat memiliki partisipasi dalam proses pembangunan, ditandai
dengan pembangunan infrastruktur di Pemerintah Desa klaster 3 bukan bersumber dari
pendapatan pemerintah desa, tetapi berasal dari dana pribadi masyarakat. Klasteri ini disebut
Desa mandiri.

Klaster 4 memiliki luas wilayah yang paling besar diantara semua klaster dengan
jumlah asset dan penduduk yang paling sedikit diantara semua klaster. Klaster pemerintah
desa ini disebur desa tertinggal atau terpencil.

Cluster 1 beranggotakan 45 desa:

1. CITALANG 5. MEKARGALIH 9. CIBOGOHILIR

2. CIKUMPAY 6. CISALADA 10. LINGARSARI

3. KEMBANGKUNING 7. PARAKANLIMA 11. LIUNGGUNUNG
4. BUNDER 8. PALINGGIHAN 12. SEMPUR
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Cluster 3 beranggotakan 1 desa
1. CIPINANG

Cluster 4 beranggotakan 6 desa

1. SUKAJAYA
2. PASANGGRAHAN
3. CIBUKAMANAH
4. KUTAMANAH
5. SUKASARI
6. PARUNGBANTENG
Table 5. ANOVA
Cluster Error
Mean Square df Mean Square df F Sig.
Zscore(Pendapatan) 33,627 3 ,453 179 74,202 ,000
Zscore(AsetTetap) 44,994 3 ,263 179 171,298 ,000
Zscore(JumlahPenduduk) 29,487 3 523 179 56,426 ,000
Zscore(LuasWilayah) 32,907 3 ,465 179 70,731 ,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the
differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus
cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 5, pada kolom cluster adalah besaran between cluster means dan
kolom error adalah besaran within cluster means. Sementara pada kolom F didapat dari

rumus sebagai berikut.
between cluster mean

within cluster mean

Hipotesis:

HO: Keempat cluster tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.

H1: Keempat cluster mempunyai perbedaan yang signifikan.

Jika angka signifikan > 0.05; HO diterima H1 ditolak.

Jika angka signifikan < 0,05; HO ditolak H1 diterima.

Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi
(sig.) < 0,05, maka keempat cluster mempunyai perbedaan yang signifikan dan diperoleh hasil
bahwa variabel Aset tetap merupakan hal yang paling berbeda antar cluster karena
(mempunyai F terbesar sebesar 171.298 dengan p=sig= 0.000 < 0.05). Sedangkan jumlah
penduduk tidak berbeda antar cluster (F= 56.426 dengan p = sig.= 0.000 < 0.05).

KESIMPULAN

Pengklasteran pemerintah desa di wilayah Kabupaten Purwakarta dikelompokan
menjadi 4 klaster dengan anggota sebagai berikut : bahwa klaster 1 beranggotakan 45 desa,
klaster 2 beranggotakan 131 desa, klaster 3 beranggotakan 1 desa, dan klaster 4 beranggotakan
6 desa. Pemerintah desa di wilayah Purwakarta memiliki karakteristik yang terbentuk
berdasarkan ukuran desa, yaitu : . Klaster-1 ini merupakan pengelompokan dari Pemerintah
desa yang kurang efisien, klaster-2 merupakan pengelompokan pemerintah desa tidak
produktif, klaster-3 merupakan pengelompokan pemerintah desa yang mandiri, klaster-4
merupakan pengelompokan pemerintah desa yang terpencil/ tertinggal.

Keterbatasan penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya 10 bulan (Januari -
Oktober), sehinga memungkinkan bagi pemerintah desa masih melakukan pembangunan
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infratruktur untuk menambah ukuran asset dan data yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah desa tidak dilakukan audit, sehingga diragukan keandalannya angka yang
tercantum dalam laporan keuangan.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk pengembangan literatur akuntansi sektor publik
terutama pemodelan klaster pemerintah desa. Klaster pemerintah desa ini dapat dijadikan
referensi bagi pemerintah desa di wilayah Kabupaten Purwakarta untuk mengetahui
karakteristik pemerintah desanya serta bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta atau
pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan disesuaikan
dengan karakteristik pemerintah desa.
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